
  
 
 

BUPATI LABUHANBATU UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA 
NOMOR 21 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LABUHANBATU UTARA, 
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a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian; 
 

b. bahwa tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 26 Tahun 2011 
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, tidak sesuai lagi dengan 
indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu 

dilakukan penyesuaian; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Labuhanbatu Utara tentang Perubahan Tarif Retribusi 

Rumah Potong Hewan;  
 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869); 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 
 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
 

2009... 
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2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 
 

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/I/2010 
tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit 
Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 60); 
 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 26 Tahun 
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 28); 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara 89); 

 
MEMUTUSKAN : 

  

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 
RUMAH POTONG HEWAN. 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 
Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 

27, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 
28), diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

 
 

(1) Struktur... 
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Pasal 13 

 
(1) Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

Setiap orang yang menyembelih/memotong ternak dikenakan 

retribusi sebagai berikut : 
a. kerbau, lembu, kuda senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu 

rupiah) per ekor; 
b. kambing, biri-biri senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu 

rupiah) per ekor; 

c. babi senilai Rp.  30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor; 
d. babi hutan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor; 
 

(2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa dengan tarif retribusi. 

 
(3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian. 
 

(4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

 

Ditetapkan di Aek Kanopan 
pada tanggal 27 Juni 2022 

BUPATI LABUHANBATU UTARA, 
                  

dto, 

 
              HENDRI YANTO SITORUS  

 

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 27 Juni   2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, 
                                       

dto, 

 
MUHAMMAD SUIB 
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 476 

 
 

  
     
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

ZAHIDA HAFANI, SH, MH 

NIP. 19761124 200502 2 002 
 


